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Abstract Title: The Evolution of Legal Discovery in Indonesia’s Judicial System.
The object of this study is the practice of legal discovery within the Indonesian judicial
system. The objectives are to analyze the dynamics of the development of legal discovery and
the shift in judicial interpretation from a rigid positivist approach toward a more progressive
and justice-oriented framework. The methods used include a normative qualitative approach
through a review of academic literature and court decisions. The results show that judges in
Indonesia are increasingly positioned as interpreters of social values rather than merely as
executors of statutory provisions. Legal hermeneutics enables more contextual interpretation,
allowing the judiciary to respond more adaptively to changing social realities. The
effectiveness of legal discovery is influenced by judicial competence, the availability of
doctrinal guidance, institutional support, and socio-political dynamics. Overall, legal
discovery practices in Indonesia have developed toward a more humanistic and responsive
paradigm, although methodological consistency and the strengthening of judicial capacity
remain necessary to ensure that progressive interpretation aligns with substantive justice and
public trust in the rule of law.
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Abstrak: The Evolution of Legal Discovery in Indonesia’s Judicial System.
Object penelitian ini adalah praktik penemuan hukum dalam sistem peradilan Indonesia.
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Objektif penelitian yaitu menganalisis dinamika perkembangan penemuan hukum serta
pergeseran pola penafsiran hakim dari pendekatan positivistik yang kaku menuju kerangka
yang lebih progresif dan berorientasi pada keadilan. Methods yang digunakan berupa
pendekatan kualitatif normatif melalui telaah literatur akademik dan putusan pengadilan.
Hasil penelitian (Results) menunjukkan bahwa hakim di Indonesia semakin berperan sebagai
penafsir nilai-nilai sosial, bukan sekadar pelaksana undang-undang secara tekstual.
Pendekatan hermeneutika hukum memungkinkan penafsiran yang lebih kontekstual sehingga
respons peradilan terhadap perubahan sosial menjadi lebih adaptif. Efektivitas penemuan
hukum dipengaruhi oleh kompetensi hakim, ketersediaan doktrin, dukungan kelembagaan,
serta dinamika sosial-politik. Secara keseluruhan, praktik penemuan hukum di Indonesia
berkembang menuju paradigma yang lebih humanis dan responsif, meskipun konsistensi
metodologis dan penguatan kapasitas hakim tetap diperlukan agar penafsiran progresif selaras
dengan tujuan keadilan substantif dan kepercayaan publik terhadap hukum.

Kata Kunci: Penemuan Hukum, Keadilan Substantif, Penafsiran Hukum, Peradilan,
Hermeneutika Hukum

PENDAHULUAN
Hukum merupakan sistem norma yang senantiasa hidup dan berkembang seiring

dinamika sosial, politik, dan ekonomi suatu negara. Dalam sistem peradilan, peran penemuan
hukum (legal discovery) menjadi sangat krusial karena tidak semua perkara yang diajukan ke
hadapan hakim telah diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Proses
penemuan hukum mencerminkan upaya peradilan untuk menjembatani kekosongan hukum
(rechtvacuum) sekaligus menghadirkan keadilan substantif yang selaras dengan nilai-nilai
hukum yang hidup dalam masyarakat (Rahardjo, 2020). Secara konseptual, penemuan hukum
tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan teknis-yuridis, tetapi juga sebagai proses kreatif dan
interpretatif, di mana hakim menafsirkan, menyesuaikan, bahkan mengembangkan norma
hukum yang ada agar tetap relevan dengan perubahan sosial (Marzuki, 2021). Dalam tradisi
civil law yang dianut Indonesia, hakim secara teoretis bukanlah pembentuk hukum (judge-
made law). Namun, dalam praktiknya, hakim kerap “menciptakan” hukum baru melalui
penafsiran progresif, terutama ketika menghadapi perkara yang belum memiliki pengaturan
yang jelas (Asyhadie & Rahayu, 2022).

Perubahan paradigma penegakan hukum di Indonesia menunjukkan pergeseran dari
pendekatan formalistik menuju pendekatan yang lebih responsif terhadap keadilan sosial.
Menurut Satjipto Rahardjo (2020), hukum seharusnya dipahami sebagai sarana untuk
mencapai keadilan sosial, bukan sekadar kumpulan norma yang kaku. Hal ini menegaskan
bahwa penemuan hukum harus berorientasi pada keadilan substantif, bukan hanya pada
kepatuhan formal terhadap teks undang-undang. Kajian literatur mutakhir menunjukkan
bahwa praktik penemuan hukum di Indonesia semakin dipengaruhi oleh pendekatan
hermeneutika hukum (legal hermeneutics) dan filsafat hukum progresif (Wignjosoebroto,
2020; Susanto, 2023). Pendekatan ini menempatkan hakim bukan hanya sebagai penerjemah
pasif undang-undang, melainkan sebagai aktor intelektual yang aktif menghidupkan nilai-
nilai hukum yang kontekstual. Misalnya, pada perkara hak asasi manusia, lingkungan hidup,
dan tindak pidana korupsi, hakim dituntut menafsirkan hukum secara luas dan inovatif agar
tidak terjebak pada kekakuan norma formal (Nurhayati, 2021).

Namun demikian, praktik penemuan hukum di Indonesia masih menghadapi sejumlah
tantangan, terutama terkait konsistensi putusan dan kepastian hukum. Perbedaan tafsir
antarhakim dan antarperadilan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum (legal uncertainty)
yang justru berpotensi mengaburkan tujuan utama penemuan hukum itu sendiri (Fitriani,
2022). Kondisi ini menunjukkan perlunya kerangka metodologis yang lebih sistematis agar
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proses penemuan hukum tidak semata-mata bergantung pada subjektivitas hakim. Dari
perspektif metodologis, studi literatur ini bertujuan mengkaji perkembangan teori dan praktik
penemuan hukum di Indonesia, dengan menyoroti transformasi paradigma dari positivistik
menuju hukum yang berkeadilan dan kontekstual. Kajian ini menganalisis sumber akademik,
putusan pengadilan, serta literatur hukum terkini untuk memahami peran penemuan hukum
dalam mewujudkan keadilan substantif di era modern. Dengan demikian, penelitian ini
diharapkan memberi kontribusi teoretis dan praktis terhadap pemahaman mengenai peran
hakim dalam penemuan hukum, sekaligus menjadi pijakan bagi perumusan model penemuan
hukum yang lebih konsisten, responsif, dan berlandaskan nilai keadilan sosial.

METODE
Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (library research) dengan pendekatan

kualitatif normatif. Metode ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada analisis
konseptual, teoretis, dan normatif terhadap praktik penemuan hukum dalam sistem peradilan
Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menelaah sumber-sumber hukum yang
relevan sekaligus menganalisis perkembangan konseptual penemuan hukum dari perspektif
yuridis dan filosofis. Menurut Sugiyono (2021), penelitian kualitatif bertujuan memahami
fenomena sosial secara mendalam melalui pengumpulan dan analisis data non-numerik,
sedangkan penelitian hukum normatif berfokus pada telaah terhadap norma hukum positif,
doktrin, dan asas hukum. Dengan demikian, metode ini dinilai relevan untuk mengkaji
dinamika penemuan hukum yang bersifat interpretatif dan berbasis nilai.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada kajian

terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Marzuki, 2021). Pemilihan jenis
penelitian ini didasarkan pada karakteristik isu penemuan hukum yang erat kaitannya dengan
interpretasi norma dan pembentukan makna hukum oleh hakim. Pendekatan yang digunakan
meliputi:
a) Pendekatan perundang-undangan (statute approach): menganalisis peraturan perundang-

undangan yang mengatur peran hakim dalam penemuan hukum, seperti Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

b) Pendekatan konseptual (conceptual approach): mengkaji teori dan doktrin mengenai
penemuan hukum dari pemikir klasik hingga kontemporer.

c) Pendekatan kasus (case approach): menelaah putusan pengadilan yang mencerminkan
praktik konkret penemuan hukum di Indonesia.
Pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana hakim melakukan interpretasi

dan konstruksi hukum ketika menghadapi persoalan yang belum diatur secara eksplisit oleh
undang-undang.

2. Sumber Data
Data penelitian diperoleh melalui telaah pustaka yang diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer: peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang
relevan, termasuk Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 serta putusan Mahkamah
Agung dan Mahkamah Konstitusi terkait penemuan hukum.

b. Bahan hukum sekunder: buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan artikel akademik
mengenai teori dan praktik penemuan hukum, misalnya karya Rahardjo (2020),
Wignjosoebroto (2020), dan Susanto (2023).

c. Bahan hukum tersier: kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber referensi lain
yang membantu klarifikasi terminologi.
Literatur diperoleh dari repositori ilmiah nasional dan internasional seperti Google

Scholar, Garuda RistekBRIN, DOAJ, dan ProQuest, dengan prioritas terbitan tahun 2020–
2025.
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3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu mengumpulkan,

mengklasifikasi, dan menelaah bahan hukum serta literatur ilmiah. Setiap sumber dievaluasi
berdasarkan relevansinya dengan topik penelitian, kemudian dilakukan pengkodean tematik
mencakup tema seperti dasar filosofis penemuan hukum, metode interpretasi, serta pengaruh
paradigma progresif terhadap praktik peradilan.

4. Analisis Data
Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menafsirkan teori hukum

yang ada dan mengaitkannya dengan praktik penemuan hukum dalam putusan pengadilan
(Moleong, 2021). Tahapan analisis meliputi:

1. Reduksi data: menyaring informasi agar fokus pada isu inti penemuan hukum;
2. Penyajian data: menyusun temuan dalam struktur konseptual yang logis;
3. Penarikan kesimpulan: merumuskan sintesis teoretis dan praktis mengenai kontribusi

penemuan hukum terhadap keadilan substantif.
Analisis ini juga menggunakan pendekatan hermeneutika hukum yang memandang

penemuan hukum sebagai dialog antara teks hukum, konteks sosial, dan nilai keadilan
(Gadamer, 2020). Dengan demikian, hukum dipahami bukan sekadar teks normatif,
melainkan praktik interpretatif yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil telaah literatur dan analisis terhadap sumber hukum primer maupun

sekunder, ditemukan bahwa praktik penemuan hukum di Indonesia mengalami pergeseran
paradigma yang cukup signifikan dalam satu dekade terakhir. Pergeseran tersebut terlihat dari
perubahan cara pandang hakim terhadap hukum dari pendekatan yang semula positivistik dan
tekstual menuju pendekatan interpretatif dan kontekstual. Penelitian ini mengidentifikasi tiga
temuan utama mengenai dinamika penemuan hukum dalam sistem peradilan Indonesia, yaitu:
(1) perubahan paradigma dalam penafsiran hukum, (2) bentuk-bentuk konkret penemuan
hukum dalam putusan pengadilan, dan (3) faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas
penemuan hukum dalam mewujudkan keadilan substantif.

Perubahan Paradigma Penafsiran Hukum
Pergeseran paradigma penemuan hukum bermula dari kritik terhadap pendekatan

positivistik yang dinilai terlalu menekankan aspek tekstual undang-undang tanpa
mempertimbangkan nilai-nilai sosial dan keadilan (Rahardjo, 2020). Berdasarkan kajian
literatur hukum kontemporer, penemuan hukum di Indonesia kini berkembang menuju
paradigma yang lebih progresif dan humanistik. Gambaran pergeseran tersebut dirangkum
dalam Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Pergeseran Paradigma Penemuan Hukum di Indonesia
Aspek Analisis Paradigma Positivistik Paradigma Progresif

Orientasi Kepastian hukum formal Keadilan substantif
Sumber hukum
utama Undang-undang tertulis Nilai sosial, moral, dan keadilan publik

Peran hakim Penerjemah pasif hukum Aktor aktif pembentuk makna hukum
Metode
penafsiran Gramatikal, sistematis Teleologis, sosiologis, dan kontekstual

Contoh putusan Putusan formalistik (UU No.
48/2009)

Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010
(anak luar kawin)

Perubahan tersebut menunjukkan bahwa praktik penemuan hukum di Indonesia
semakin menekankan fungsi sosial hukum sebagai instrumen untuk melindungi hak-hak
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masyarakat. Dalam konteks ini, hakim tidak lagi semata-mata diposisikan sebagai “corong
undang-undang” (la bouche de la loi), melainkan sebagai penafsir nilai (value interpreter)
yang berupaya mewujudkan keadilan substantif sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan
sosial (Wignjosoebroto, 2020).

Bentuk-Bentuk Konkret Penemuan Hukum
Berdasarkan kajian pustaka dan analisis terhadap sejumlah putusan penting, praktik

penemuan hukum di Indonesia dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk utama
berikut:
1. Penafsiran hukum (interpretation)

Hakim menafsirkan norma hukum secara luas maupun terbatas sesuai karakteristik
kasus. Misalnya, dalam Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi
memperluas definisi anak luar kawin dengan mempertimbangkan prinsip keadilan dan hak
asasi manusia (Nurhayati, 2021).
2. Konstruksi hukum (construction)

Dalam kondisi kekosongan norma, hakim membangun konstruksi hukum baru melalui
penerapan asas hukum, doktrin, serta nilai keadilan. Contohnya, dalam perkara korupsi
dengan kerugian negara tidak langsung, hakim menggunakan konsep “kerugian potensial”
sebagai dasar pertimbangan untuk melindungi kepentingan publik (Fitriani, 2022).
3. Analogi hukum (analogy)

Analogi digunakan ketika tidak terdapat norma yang secara langsung mengatur suatu
perkara, tetapi terdapat kasus serupa yang dapat dijadikan rujukan. Praktik ini lazim dijumpai
dalam perkara perdata dan hukum administrasi negara (Marzuki, 2021).
4. Penemuan hukum progresif (progressive discovery)

Hakim menempatkan nilai-nilai Pancasila dan hak asasi manusia sebagai dasar moral
dan filosofis dalam pengambilan putusan yang berorientasi pada keadilan substantif, seperti
dalam putusan terkait perlindungan lingkungan dan hak masyarakat adat (Susanto, 2023).

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penemuan Hukum
Penelitian ini juga menemukan bahwa efektivitas penemuan hukum dalam sistem

peradilan Indonesia dipengaruhi oleh sejumlah faktor internal maupun eksternal, yang
dirangkum dalam Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penemuan Hukum
Kategori Faktor Deskripsi Dampak terhadap Penemuan Hukum

Kompetensi hakim
Kualitas intelektual, pengalaman,
dan pemahaman terhadap nilai
keadilan

Menentukan kualitas argumentasi hukum
serta kedalaman analisis dan interpretasi
norma

Ketersediaan doktrin
hukum

Ketersediaan literatur hukum dan
teori-teori penemuan hukum yang
memadai

Memperkuat landasan konseptual serta
legitimasi penafsiran yang dilakukan oleh
hakim

Tekanan sosial dan
politik

Ekspektasi publik serta dinamika
politik dalam isu-isu hukum tertentu

Dapat memperluas atau membatasi ruang
interpretasi hukum dalam praktik
peradilan

Perkembangan
teknologi hukum

Akses digital terhadap sumber
hukum dan basis data putusan
pengadilan

Mempercepat proses analisis hukum dan
meningkatkan konsistensi putusan
antarperkara

Sumber: diolah dari Fitriani (2022), Rahardjo (2020), dan Susanto (2023)
Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor intelektual dan etika hakim

merupakan variabel paling dominan dalam menentukan arah dan kualitas penemuan hukum.
Hakim yang memiliki wawasan sosial dan kepekaan moral yang kuat cenderung
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menghasilkan putusan yang lebih adil, meskipun dihadapkan pada keterbatasan norma tertulis
(Gadamer, 2020). Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penemuan hukum di
Indonesia telah mengalami perubahan mendasar dalam cara hakim memahami, menafsirkan,
dan menerapkan hukum. Pergeseran paradigma dari positivisme hukum menuju pendekatan
hukum progresif dan kontekstual menjadi indikator bahwa sistem peradilan Indonesia tengah
beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat modern yang semakin kompleks dan dinamis
(Rahardjo, 2020).

Dalam paradigma lama, hakim dipandang sekadar sebagai “corong undang-undang”
(la bouche de la loi), yakni pelaksana pasif dari kehendak legislator. Namun, hasil kajian
literatur menunjukkan bahwa pandangan ini kini mulai ditinggalkan. Hakim tidak lagi hanya
menafsirkan teks hukum secara gramatikal, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial,
nilai-nilai moral, serta keadilan substantif dalam masyarakat (Marzuki, 2021; Wignjosoebroto,
2020). Pendekatan ini sejalan dengan pemikiran Satjipto Rahardjo mengenai hukum progresif,
yaitu hukum yang berorientasi pada manusia dan keadilan, bukan semata-mata pada aturan
formal. Hukum progresif menempatkan hakim sebagai agen perubahan yang memiliki
tanggung jawab moral untuk memastikan hukum bekerja bagi kesejahteraan masyarakat
(Rahardjo, 2020). Dalam kerangka ini, penemuan hukum tidak lagi dipahami sebagai proses
teknis semata, melainkan sebagai kegiatan intelektual dan etik yang menuntut kepekaan
terhadap nilai-nilai keadilan sosial.

Pendekatan hermeneutika hukum memberikan kerangka teoretis yang kuat dalam
memahami dinamika penemuan hukum di Indonesia. Menurut Gadamer (2020), interpretasi
hukum selalu melibatkan dialog antara teks hukum dan realitas sosial yang dihadapi oleh
penafsir (hakim). Dengan demikian, hukum tidak pernah bersifat statis, melainkan senantiasa
hidup dan berkembang melalui interaksi dengan masyarakat. Hal ini tampak pada sejumlah
putusan pengadilan yang menunjukkan kemampuan hakim untuk menafsirkan hukum secara
kreatif dalam menjawab tantangan sosial baru. Sebagai contoh, Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang memperluas pengakuan terhadap anak luar kawin
mencerminkan penerapan prinsip hermeneutik, di mana hakim tidak hanya berpegang pada
teks undang-undang, tetapi juga mempertimbangkan nilai moral, sosial, dan kemanusiaan.
Pendekatan ini menegaskan bahwa penemuan hukum merupakan praktik hermeneutik, di
mana makna hukum dibangun melalui interaksi antara norma dan konteks (Nurhayati, 2021).

Dengan demikian, penemuan hukum dapat dipahami sebagai proses penciptaan makna
hukum baru yang reflektif dan adaptif terhadap perubahan sosial. Hal ini sejalan dengan
pandangan Susanto (2023) bahwa hakim di Indonesia kini semakin banyak menggunakan
pendekatan interpretatif yang menyeimbangkan antara teks hukum dan nilai-nilai keadilan
substantif, tanpa mengabaikan prinsip kepastian hukum. Salah satu temuan penting penelitian
ini adalah bahwa penemuan hukum di Indonesia semakin diarahkan pada pencapaian
keadilan substantif (substantive justice). Dalam berbagai kasus, hakim berupaya menafsirkan
hukum dengan mempertimbangkan dampak sosial dari putusannya, tidak sekadar mengikuti
bunyi normatif peraturan. Pendekatan ini merupakan respons terhadap kelemahan sistem
hukum yang terlalu menekankan kepastian hukum (legal certainty) namun kerap
mengabaikan dimensi keadilan (justice) dan kemanfaatan (utility) (Fitriani, 2022).

Penemuan hukum yang berorientasi pada keadilan substantif juga mempertegas fungsi
sosial hukum dalam melindungi hak-hak kelompok rentan. Misalnya, dalam perkara
lingkungan hidup dan hak masyarakat adat, hakim cenderung menempatkan prinsip keadilan
ekologis dan perlindungan hak kolektif di atas kepentingan formal hukum tertulis.
Pendekatan ini menunjukkan terjadinya redefinisi keadilan, dari yang semula bersifat
formalistik menjadi keadilan yang lebih inklusif dan responsif terhadap realitas sosial
(Susanto, 2023).

Meski demikian, praktik penemuan hukum di Indonesia masih menghadapi sejumlah
tantangan. Pertama, masih terdapat ketidakkonsistenan dalam metode penemuan hukum
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antarahakim maupun antarperadilan, yang menyebabkan munculnya perbedaan tafsir
terhadap norma hukum yang sama dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum
(Fitriani, 2022). Kedua, keterbatasan akses terhadap doktrin hukum dan yurisprudensi juga
menjadi kendala bagi pengembangan metodologi penemuan hukum yang lebih sistematis.
Tidak semua hakim memiliki akses literatur yang memadai untuk melakukan interpretasi
hukum yang kaya perspektif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas intelektual dan
pemahaman metodologi hermeneutik bagi para hakim agar praktik penemuan hukum dapat
dilakukan secara konsisten dan berbasis pada landasan teori hukum yang kuat
(Wignjosoebroto, 2020).

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai literatur dan putusan pengadilan, dapat

disimpulkan bahwa penemuan hukum merupakan salah satu pilar utama dalam sistem
peradilan modern di Indonesia. Hakim tidak lagi dipandang sekadar sebagai pelaksana pasif
undang-undang, tetapi sebagai aktor intelektual dan moral yang berperan aktif dalam
membentuk keadilan substantif di tengah masyarakat. Pertama, penelitian ini menegaskan
adanya pergeseran paradigma penemuan hukum dari pendekatan yang bersifat positivistik
menuju pendekatan progresif dan hermeneutik. Pergeseran ini memperluas fungsi hakim
sebagai penafsir nilai-nilai keadilan, sehingga tidak hanya terpaku pada penegakan norma
formal semata.

Kedua, penemuan hukum telah berkembang menjadi instrumen kunci untuk mengisi
kekosongan hukum serta menjawab kompleksitas persoalan sosial kontemporer, terutama
pada perkara yang belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Dalam
praktiknya, penemuan hukum diwujudkan melalui berbagai metode, antara lain interpretasi,
konstruksi hukum, analogi, serta pendekatan hukum progresif yang berlandaskan nilai-nilai
Pancasila dan hak asasi manusia. Ketiga, tantangan utama dalam praktik penemuan hukum
meliputi ketidakkonsistenan metodologis antar hakim, keterbatasan akses terhadap literatur
dan doktrin hukum yang memadai, serta adanya tekanan sosial dan politik yang berpotensi
memengaruhi independensi peradilan. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan pedoman
metodologis nasional mengenai penemuan hukum guna memperkuat konsistensi
yurisprudensi di seluruh tingkatan peradilan.

Pengakuan/Acknowledgements
Saya mengucapkan terima kasih kepada para dosen, peneliti, dan praktisi hukum yang

telah memberikan kontribusi pemikiran melalui berbagai karya ilmiah dan diskursus
akademik mengenai dinamika penemuan hukum di Indonesia. Penghargaan juga saya
sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara akademik
maupun moral, sehingga penelitian berjudul “Dinamika Hukum Penemuan dalam Sistem
Peradilan Modern: Spekulasi Kritis terhadap Perkembangan Interpretasi dan Keadilan
Hukum di Indonesia” ini dapat terselesaikan dengan baik. Semua bantuan tersebut menjadi
bagian penting dalam memperkaya analisis dan kedalaman kajian dalam penelitian ini.

REFERENSI
Asyhadie, Z., & Rahayu, I. (2022). Pengantar Ilmu Hukum dan Sistem Hukum di Indonesia.

Jakarta: Rajawali Pers.
Fitriani, S. (2022). Penemuan hukum oleh hakim dalam sistem peradilan Indonesia: Antara

kepastian dan keadilan. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 52(3), 411–430.
https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no3.4123

Gadamer, H. G. (2020). Truth and Method. London: Bloomsbury Academic.
Marzuki, P. M. (2021). Penemuan Hukum: Teori dan Praktik. Surabaya: Kencana.

https://greenpub.org/JIM


https://greenpub.org/JIM Vol. 4, No. 6, Februari – Maret 2026

4622 | P a g e

Moleong, L. J. (2021). Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja
Rosdakarya.

Nurhayati, T. (2021). Dinamika hermeneutika hukum dalam praktik peradilan di Indonesia.
Jurnal Yustisia, 10(1), 22–39. https://doi.org/10.25041/yustisia.v10i1.1012

Rahardjo, S. (2020). Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia. Yogyakarta: Genta
Publishing.

Sugiyono. (2021). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Susanto, A. (2023). Perspektif baru penemuan hukum dalam hukum progresif Indonesia.

Jurnal Ilmu Hukum Refleksi, 8(2), 121–136.
Wignjosoebroto, S. (2020). Paradigma Kritis dalam Ilmu Hukum. Jakarta: Gramedia Pustaka

Utama.

https://greenpub.org/JIM

	PENDAHULUAN
	HASIL DAN PEMBAHASAN
	KESIMPULAN

